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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas
hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam
proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari
penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur
dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada
Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan
berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai
kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) vyang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Survei  KepuasanMasyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang
tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong
partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara
pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti perlu menyusun rencana tindak lanjut
dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar
proses continuous improvement dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada

akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

1. 2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3) Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu

dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun maksud dilakukan SKM adalah :

a.

Mendorong partisipasi masyarakat seagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik

Mendorong penyelenggara pelayanan public untuk menjadi lebih inovatif dalam
penyeleggaraan pelayanan public

Mengukur kecendrungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang

diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

a.

Diketahui kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaran
pelayanan public

Diketahui kinerja penyelenggaraan public yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan
public secara periodic

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang
dilakukan atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeleuruh terhadap hasil pelaksanaan
pelayanan public yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan, dan

Masyarakat dapat mengetahui gambaran kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.



BAB Il
PENGUMPULAN DATA SKM

2.1. Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak Selatpanjang, Kabupaten
Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

2.2. Metode Pengumpulan Data
Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada pengguna
layanan. Kuesioner terdiri atas 10 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM KPU Kabupaten

Kepulauan Meranti yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil
pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki
oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan
masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan
penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk

benda yang tidak bergerak (gedung).



2.3. Lokasi Pengumpulan Data
Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di wilayah Kabupaten Kepulauan
Meranti. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan secara mandiri oleh responden
sebagai penerima layanan melalui link survei yang disediakan oleh KPU Kabupaten

Kepulauan Meranti.

2.4. Waktu Pelaksanaan SKM
Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu)
tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam)

bulan dengan rincian sebagai berikut:

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Jumlah Hari
Kerja

1.  Persiapan Januari-Februari 10

2. Pengumpulan Data Februari-Mei 120

3. Pengolahan Data dan Analisis Hasil Mei-Juni 20

4.  Pelaporan dan Publikasi Juni 3

4. | Analisis/Evaluasi Hasil Julu-Agustus 30

2.5. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan
(jJumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Jika
dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2024, maka populasi penerima layanan
pada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 130
orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan
populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and
Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM

adalah 97 orang.



Populasi(N) | Sampel (n) [Populasi(N)| Sampel (n) [Populasi(N)| Sampel(n)
10 10 220 140 1200 201
15 14 230 144 1300 297
20 19 240 148 1400 302
25 24 250 152 1500 306
30 28 260 155 1600 310
35 32 270 159 1700 313
40 36 280 162 1800 317
45 40 290 165 1900 320
50 44 300 169 2000 322
55 48 320 175 2200 327
60 52 340 181 2400 33
65 56 360 186 2600 335
70 59 380 191 2800 338
75 63 400 196 3000 341
80 66 420 201 3500 346
85 70 440 205 4000 351
90 73 460 210 4500 354
95 76 480 214 5000 357
100 B0 500 217 6000 361
110 86 550 226 7000 364
120 92 600 234 8000 367
130 97 650 242 9000 368




3.1. Jumlah Responden SKM

BAB Il1
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh

yaitu 98 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

NO | KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH | PERSENTASE
1 JENIS KELAMIN AN i oo
PEREMPUAN 31 32%
SD 0 0%
SLTP 0 0%
SLTA 36 31%
2 PENDIDIKAN DIPLOMA 7 7%
SI 49 50%
) 6 6%
S3 0 0%
ASN 16 16%
TNI/POLRI 0 0%
3 PEKERJAAN SWASTA 15 15%
WIRAUSAHA 7 7%
LAINNYA 60 61%

3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil

sebagai berikut :

Ul
IKM per unsur 34
Kategori A

IKM Unit

Layanan

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan

U2 U3 U4 Uus U6

34 3,3 3,8 33 34

A A A A A

86,45 (Baik)

U7 us8 U9
3,4 3,3 3,9
A A A



BAB IV
ANALISIS HASIL SKM

4.1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1.

Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,3. Selanjutnya kesesuaian produk
antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
mendapatkan nilai 3,3. Begitu juga kualitas sarana dan prasana mendapatkan nilai 3,3.

Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu layanan penanganan
pengaduan pengguna layanan mendapatkan nilai tertinggi 3,9 dan dan kewajaran

biaya/tarif dalam pelayanan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,8.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal

aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat

digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

a.

a o

>« o

J-

Untuk ada pelayanan secara online untuk mempermudah bagi masyarakat yg jauh jarak
tempuhnya.

Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses pemilihan kepala daerah,
termasuk persiapan, pelaksanaan, dan pasca-pilkada.ldentifikasi area di mana perbaikan
dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan integritas pemilihan kepala daerah di
masa mendatang

Dalam menangani permasalahan Agar lebih profesional disegala bidang

Perlu perhatian khusus untuk pantarlih maupun penyelenggara didaerah 3T

Tahap kedepan semoga layanannya semakin ditingkatkan

Layanan call center jika perlu diaktifkan

Meningkatkan pelayanan berbasis online dan teknologi informasi

Diharapkan selalu membimtek PPS. Kemudian untuk bagian keuangan agar cepat respon
ketika ada bawahan bertanya terkait prihal penyusunan LPJ. Saya rasa itu saja. Terima
kasih

Lebih ditingkatkan lagi sosialisasi kepelosok terpencil

Pelayanan yg kurang maksimal agar di tindaklanjuti sesegera mungkin

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun

pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini

dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan

dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat rutin internal.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek

(kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka

panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam

tabel berikut :



No.

2

Prioritas

Unsur

Waktu
Penyelesaia

n
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terhadap standar pelayan

Waktu

T
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v

Penanggung

Jawab

Sub Bagian
Keuangan,
Umum dan
Logistik, Sub
Bagian
Perencanaan
dan Data
Pemilih, Sub
Bagian
Teknis
Penyelenggar
Pemilu
Sub

aan
dan
Bagian
Hukum dan
SDM

Sub Bagian
Keuangan,

Umum dan

Logistik, Sub
Bagian
Perencanaan
dan Data
Pemilih, Sub
Bagian
Teknis

Penyelenggar

aan Pemilu
dan Sub
Bagian

Hukum dan
SDM

Sub Bagian
Keuangan,

Umum dan



3

yang ada

Pengusulan Diklat untuk

pengarsipan

Sarana dan Meningkatkan efektifitas

Prasarana

alat atau benda dalam

pelayanan

Logistik, Sub
Bagian
Perencanaan
dan Data
Pemilih, Sub
Bagian
Teknis

Penyelenggar
aan  Pemilu
dan Sub
Bagian
Hukum dan
SDM

Sub Bagian
Keuangan,

Umum dan

Logistik, Sub
Bagian
Perencanaan
dan Data
Pemilih, Sub
Bagian
Teknis

Penyelenggar
aan  Pemilu
dan Sub
Bagian
Hukum dan
SDM

Sub Bagian
Keuangan,
Umum dan
Logistik, Sub
Bagian
Perencanaan
dan Data
Pemilih, Sub
Bagian
Teknis



Meningkatkan
Penggunaan Fasilitas
layanan secara kondusif
dan se-efektif mungkin
Pengecekan dan
Pemeliharaan Jaringan
Internet, Situs Web dan

Penyelenggar
aan  Pemilu
dan Sub
Bagian
Hukum dan
SDM

Sub Bagian
Keuangan,
Umum dan
Logistik
Sub Bagian
Keuangan,

Umum dan

Sosial Media  secara Logistik
berskala dan

berkelanjutan

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat
perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik, diperlukan survei
secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei digunakan untuk melakukan
evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pertimbangan
kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang terlah
diberikan penyelenggaran kepada masayarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan
public. Tren kepuasan penerima layanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Meranti.

Nilai SKM KPU Kabupaten Kepulauan Meranti selama 2 tahun terakhir adalah :

e Tahun 2023 dengan Nilai 83.37

e Tahun 2024 dengan nilai 86.45

Nilai SKM KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut dapat dilihat dengan grafik

sebagai berikut :

TREN SKM KPU KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

90
89
88
87
86
85 .
g4

83 -_

82

81
80

2023 2024




Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi
peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga tahun
2024 pada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.



BAB V
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode, dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan public di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum
mencerminkan tingkat kualitas Baik dengan nilai SKM 86.45. Hal tersebut menunjukkan
peningkatan Kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 yaitu 83.37.

2. Unsur pelayanan yang termasuk memeperoleh skor terendah adalah waktu pelayanan,
kesesuaian produk antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang
diberikan dan kualitas sarana dan prasana.

3. Unsur pelayanan yang termasuk memeperoleh skor tertinggi adalah layanan penanganan

pengaduan pengguna layanan dan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan .

Selatpanjang, September 2024

Komisi Pemilihan Umum

=
cl ) "7‘\

en Kepulauan Meranti
761/



Lampiran

1. Kuesioner

v B losoMmMiyctenmne k&

€ v Q% docsgeogiesteEormail/ Vs MOIVRI0E B0 WE L jog 1 YAI0 1qnAShaidededd N "

B Survei SKM KU Kabupaten Kepulauan Meranti [0 12 Q@ ® v ¢ wrim

Pertarrpnan  twnston @)  Satelan

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT n
(SKM) KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANT!I Tr
SEMESTER 1 (JANUARI-JUNI 2024)

8 I U o T

o eE o

KUESIONER SURVE! KEPUASAN MASYARAKAT {SKIM) K0P KABUPATEN KEPULALUAN MERANTI SEMESTER 1
(JANUARE- JUNI 2024}

v B losoMmMictenmne k&

€ v Q% docsgeogiesteEormail/ Vs MOIVRI0E B0 WE L jog 1 YAI0 1qnAShaidededd N "

B Survei SKM KU Kabupaten Kepulauan Meranti [0 12 Q@ ® v ¢ wrim

Perturrpnan  twnston @)  Satelan

Tanggal maves *

@
Bula
8
Tr
Jam Surves * =
=
E
Nama *
T L} J

Noenor HP *




v B losoMmMivcoensn &

€+ Q% dosgeogestmscmmail/ b QMO B0 WEp i jog 1 Y2140 1qnaShardadede N N

Krim

a Survei SKM KU Kabupaten Kepulsuan Meranti [0 17 Q ® » ¢

Perturrynan  losabion ° Satelan

Usis *

Taks jawalion zatearg 3
Tr
; X A (=
Domsid (Kabupasen/Kota/Provinsi)
=
Teha |analing Ddnany
8
Jernis Ketamin *
Laks-Laks
Persmpusn
Paecticdian *

v B los omMiycowensn k&

€+ Q% dosgeogestmscmmail/ b QMO B0 WEp i jog 1 Y2140 1qnaShardadede N N

Krim

a Survei SKM KU Kabupaten Kepulsuan Meranti [0 17 Q ® » ¢

Perturrynan  losabion ° Satelan

Panditkan * ®
30 3
MP Tr

(=
SMA

=
FLOMA

8
§1 —
g2
54

v B losoMmMivcoensn &

€+ Q% dosgeogestmscmmail/ b QMO B0 WEp i jog 1 Y2140 1qnaShardadede N N

Krim

a Survei SKM KU Kabupaten Kepulsuan Meranti [0 17 Q ® » ¢
Perturrgnan  twnston @)  Satelan
Pederaan *
AEN
TNUFOLR

SWASTA

D3 ®me

VIRALISAHA

| 00

LAINNYA

1. Bagamens perdapal Saudars 1amang Kedasuian pecsyaralan Delayanan Gengan jenie
petayanan ti KPU Kabupaten Kepulmsan Meeanti?

Tk Sesuat

Kursrg Seqa!




- a"“’ PMIPY Cugmtn s X &

€ 5 Q% dosgeogiestmcmmaitd/ Vs NOEVROLEO 2 b WEY I jog 1 Y220 1qnaAShaldddsde N N

Survei SKM KU Kabupaten Kepulauan Meranti [ 17 Q@ ® v ¢ Wrim

Perturrynan  losabion ° Satelan

1 Bagamana pendapat Saucara temang kesesunian persyaratan pelayanan dengan jenis
pelayanan di KPU Xabupaten Kepulsuan Metantl?

Titak Seaual
Kisang Seoual

Sesusl

(D E D 3F®e

Sangot Sesun

2 Bagamans peenahaman Saucars 1ntang kemudahan prosecur paayanan o KPU
Katupaten Keputauan Merami?

Tdok Mosah
Kurang Mudah
Matan

- a"“’ PMIPY Cogmtn s X &

€ 3 C % dosgeogestmmaitl/ Vs NSO ED 2 WEY I jog 1 Y220 1qnaAShaldddsde N N

. Survei SKM KPU Kabupaten Kepulauan Meranti [ 17 ® @® v ¢ wrim

Perturrynan  losabion ° Satelan

3 Bagamans pendapat Saudara tormang kecepatan wakiu dalam memberican pelaganan di

KPU Ksbapaten Kepulauan Merants? @
Tetok Coput g
Tr

Kirarg Cepat
(=

Cepat

- =
Sagot Cept S

4 Bagamans pendapat SauUars emang kewrjaean bisgatant dakem peleyanan Ji KPU
Kabupaten Kepolauan Mersnti?

Sargt Mahal
Cubup Manal
Muah

- a"“’ PMIPY Cugmtn s X &

€ 3 C % dosgeogestmmaitl/ Vs NSO ED 2 WEY I jog 1 Y220 1qnaAShaldddsde N N

Survei SKM KU Kabupaten Kepulauan Meranti [ 17 Q@ ® v ¢ Wrim

Perturrynan  losabion ° Satelan

5 Bagamana pendapat Saudara tentang kesesunian produk pelayanan sotars yang teecantum
datam standar pelayanan dengan hasll yang diberkan o KPU Kabupsten Kepulauan Merans?

Tetah Seaua
Kurang Sewal

Sesual

(D E D F®e

Sargm Sesual

& Bagamana pendanal Savdara tantang kompetenal/kemampusn pelugas dalam pelayanan
h KFU Kabupaten Kepulsusn Mernti?

Trtak Kompeten
Ky Korpeten

Komgwtem



v B s 0P ctenms K &

€ 3 C % dessgeogestmsmmail/ N MOIVRIOE EO2e U WE Liog 1 Y220 {qnahardadsdd N N

a Survei SKM KPU Kabupaten Kepulsuan Meranti [ 7 Qo ® v ¢ Wirim

Pertarrynan  Josabion ° Latelan

7. Bagamena paadanst Saudars tehadap perilaku pelugas datam pesysnen tarkan
kesopanan dan keramanen & KPU Kabupaten Kepulmian Merants?

Tidak Sopan can Ramzh
Kurang Sopon den Hamah
Seopan dan Farmah

Sangwt Sopen dan Rarvaly

- )

€. Bagasmana pendapat saudam tentang kualitas sarana dan prasarana di KPU Kabapaten
Kepuacan Meranti?

B
Cubup

Hak

v B s 0P ctenm s K &

€ 3 C % dessgeogestmsmmail/ N MOIVRIOE EO2e U WE Liog 1 Y220 {qnahardadsdd N N

a Survei SKM KPU Kabupaten Kepulsuan Merant: ] 9%

Pertarrynan  losabion ° Latelan

B furges Kuvies; Maksimal

9 Bagwmana pendenst Saudara temang p 0 gaduen pengguna by L ®
Kabupaten Kepatauan Merami? g
Tutok Adw Tr

Ada Togi Tidek Berkngel (=

=

8

Berfungs Dengan Bak

Saran dan Masukan anda untuk pelay KPU %al 1 Kepulausn Meant)

Toha janalion st




2. Hasil Olah Data SKM
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Pelayanan
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Nomor
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3.9

3.3

3.4

3.4

321 | 338 | 331 | 321 | 381
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Total Nilai Per
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IKM Per Unsur




Total Nilai IKM
Per Unsur:
Jumlah Respon

Total Nilai Semua

Unsur 3050
Skor KM Total =
Total Nilai Semua 3.458049887x
Unsur x 100/4 3050 | 25 25=386.45
Jml Resp x Jml
Unsur 882
3.458049887
NO UNSUR PELAYANAN MUTU
Ul | Persyaratan A
U2 | Sistem, Mekanisme, Prosedur A
U3 | Waktu Penyelesaian A
U4 | Biaya/Tarif A
U5 | Kesesuaian Produk Spesifikasi Jenis A
Pelayanan
U6 | Kompetensi Pelaksana A
U7 | Prilaku Pelaksana A
U8 | Sarana dan Prasarana A
U9 | Penanganan Pengaduan A
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang
berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan
diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu
asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif
selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah
merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik
untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut
adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran
secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan

yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong
partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara
pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan
tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti perlu menyusun
rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses continuous improvement dalam proses
layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas

pelayanan publik.



BAB I
DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Meranti periode 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada
berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawabh ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2024

No Unsur IKM Mutu Layanan
1 | Persyaratan 3.4 A
2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3,4 A
3 | Waktu Penyelesaian 3,3 A
4 | Biaya/Tarif 3,8 A
5 Ilzgl);j;;(r,]srf)esifikasi, dan Jenis 33 A
6 | Kompetensi Pelaksana 3,4 A
7 | Perilaku Pelaksana 3,4 A
8 g:rr]\?\;\g;:lf:nPengaduan, Saran, 3.3 A
9 | Sarana dan Prasarana 3,9 A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan
intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu,
perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan
nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan
ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang
terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga

unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Waktu
N Prioritas 5 Keaiat Penanggung
0. rogram/Kegiatan
Unsur TWI TW | TW | TW Jawab
I Il 1] v
1 Waktu Meningkatkan kualitas \ V Sub Bagian
Penyelesai dan efisiensi Keuangan,

an penggunaan waktu Umum dan



2

Kesesuaia
n Produk

Pelayanan

Pengelolaan Data dan
Arsip yang Dberada
pada Sub  Bagian
masing- masing
dikumpulkan  menjadi

satu kesatuan

Penyesuaian  kembali
produk pelayanan
terhadap standar

pelayan yang ada

Logistik,
Sub Bagian
Perencanaa
n dan Data
Pemilih,
Sub Bagian
Teknis
Penyelengg
araan
Pemilu dan
Sub Bagian
Hukum dan
SDM

Sub Bagian
Keuangan,
Umum dan
Logistik,
Sub Bagian
Perencanaa
n dan Data
Pemilih,
Sub Bagian
Teknis
Penyelengg
araan
Pemilu dan
Sub Bagian
Hukum dan
SDM

Sub Bagian
Keuangan,
Umum dan
Logistik,
Sub Bagian
Perencanaa
n dan Data
Pemilih,
Sub Bagian
Teknis
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Pengusulan

Diklat

untuk pengarsipan

Sarana dan Meningkatkan

Prasarana

efektifitas
benda

pelayanan

alat

atau

dalam

Penyelengg
araan
Pemilu dan
Sub Bagian
Hukum dan
SDM

Sub Bagian
Keuangan,
Umum dan
Logistik,
Sub Bagian
Perencanaa
n dan Data
Pemilih,
Sub Bagian
Teknis
Penyelengg
araan
Pemilu dan
Sub Bagian
Hukum dan
SDM

Sub Bagian
Keuangan,
Umum dan
Logistik,
Sub Bagian
Perencanaa
n dan Data
Pemilih,
Sub Bagian
Teknis
Penyelengg
araan
Pemilu dan
Sub Bagian
Hukum dan
SDM



Meningkatkan
Penggunaan Fasilitas
layanan secara kondusif

dan se-efektif mungkin

Pengecekan dan
Pemeliharaan Jaringan
Internet, Situs Web dan
Sosial Media secara
berskala dan

berkelanjutan

Sub Bagian
Keuangan,
Umum dan

Logistik

Sub Bagian
Keuangan,
Umum dan

Logistik
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REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No

Rencana Tindak

Apakah RTL Telah

Deskripsi Tindak
Lanjut (Mohon

Dokumentasi Kegiatan

Tantangan/Hambatan

Lanjut Ditindaklanjuti -
(Sudah/Belum) Dijabarkan)

1. Waktu Penyelesaian | 1. Meningkatkan Sudah Menerbitkan SOP Alur Terlampir

kualitas dan efisiensi Permohonan Informasi

penggunaan waktu

2. Pengelolaan Data dan Sudah Pengelolaan Data dan Terlampir

Arsip yang berada pada Arsip yang berada pada

Sub Bagian masing- Sub Bagian masing-

masing dikumpulkan masing dikumpulkan

menjadi satu kesatuan menjadi satu kesatuan
2. Kesesuaian Produk | 1. Penyesuaian kembali Belum Penyesuaian  kembali - Kurangnya Petugas
Pelayanan produk pelayanan produk pelayanan atau SDM yang

terhadap standar terhadap pelayanan mengelola dan

pelayanan yang ada yang ada mengatur pengarsipan




2. Pengusulan Diklat Belum -
untuk pengarsipan
3. Sarana dan | 1. Meningkatkan Sudah Meningkatkan efektifitas Terlampir
Prasarana efektifitas alat atau alat atau benda dalam
benda dalam pelayanan pelayanan
2. Meningkatkan Sudah Meningkatkan Terlampir
Penggunaan  Fasilitas Penggunaan  Fasilitas
layanan secara kondusif layanan secara kondusif
dan se-efektif mungkin dan se efektif mungkin
3. Pengecekan dan Sudah Pengecekan dan Terlampir

Pemeliharaan Jaringan
Internet, Situs Web dan
Sosial Media secara
berskala dan
berkelanjutan

Pemeliharaan jaringan
internet, situs web dan
media sosial secara
berkala dan
berkelanjutan




BAB Il
KESIMPULAN

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2023

MUTU
LAYANAN

No

‘= Persyaratan B
7~ | Sistem Mekanisme dan Prosedur 3,30 B U2
¢ Waktu Penyelesaian 3,10 B U3
‘= Biaya/Tarif 3,50 B U4
s Produk, Spesifikasi dan Jenis Pelayanan 3,20 B U5
5 Kompetensi Pelaksana 3,20 B U6
7 Perilaku Pelaksan 3,40 B u7
8 Sarana dan Prasarana 3,20 B U8
°I Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,80 A U9
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 83,37 BAIK
UNIT PELAYANAN (HASIL KONVERSI)

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut diatas, dapat ditarik kesimpulan

yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti telah menindaklanjuti
rencana tindak lanjut sebanyak 83.37%.

2. Masih terdapat rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti karena
beberapa alasan, yaitu:

- Penyesuaian kembali produk pelayanan terhadap standar pelayanan yang
ada disebabkan karena kurangnya petugas atau SDM yang
mengelola dan mengatur pengarsipan

3. Guna memastikan Rencana Tindak Lanjut tetap terimplementasi, maka perlu

disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang

dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong
diimplementasikannya Rencana Tindak Lanjut antara lain:
No RTL Strategi Target Waktu | Penanggung | Stakeholder
Penyelesaian Penyelesaian Jawab Terkait
1 Penyesuaia Menyiapkan 2 Bulan Sekretaris -
nkembali SDM yang ) )
oroduk mampu Bagian Teknis
pelayanan mengelola Penyele.nggara
terhada produk-produk an Per'nl‘lu d?”
q P pelayanan Partisipasi
standar sesuai standar Hungan
pelayanan pelayanan Masyarakat ,
yang ada bagian




publik

Keuangan,
Umum dan
Logistik,
Bagian
Perencanaan
Data dan
Infomasi,
Bagian Hukum
dan SDM

Selatpanjang, September 2024
Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Meranti

NTP. 19690406 199803 1 008
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2. Sarana dan Prasarana
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